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 ABSTRAK 

IRMA RAHMADANI HARAHAP, NPM 1505170092. Analisis Penerapan E-

Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN 

Pada PT.Wira Pratama Gasindo, 2019. Skripsi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan 

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang perpajakan 

yang berlaku dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan nilai 

penjualan pada Laba Rugi dengan nilai penjualan pada SPT Masa PPN serta faktor-

faktor apa saja yang yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak 

masukan pada SPT Masa PPN. Dalam penulisan skripsi ini ,penulis menggunakan 

metode studi deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang Akuntansi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan. Dalam hasil penelitian, kesimpulan yang 

dapat diambil adalah penerapan E-Faktur dan penerapan Akuntansi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada penelitian ini, 

peneliti menemukan  adanya perbedaan nilai penjualan pada laporan laba rugi dengan 

SPT PPN. Sedangkan dari hasil data dan pembahasan faktor-faktor yang 

menyebabkan adanya perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pengakuan 

penjualan yang berbeda dengan peraturan pajak serta perbedaan perhitungan pajak. 

Kata Kunci: Akuntansi PPN, E-Faktur, SPT Masa PPN, Laba Rugi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas 

konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang 

maupun jasa. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu di Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang yang mengatur kepabeanan. 

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya tidak 

semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan 

umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi 

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu 

sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena 

Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual 

yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berkaitan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan 

pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu 

pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan 

kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat 

faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai 

bukti dari keberlangsungan usaha mereka. 
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Faktur pajak dan SPT Masa PPN tersebut pada awalnya dibuat secara 

tercetak di atas kertas (paper based) dan pada awalnya Faktur Pajak dapat dibuat 

oleh siapa saja, yang dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan 

Faktur Pajak dan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya 

bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan 

dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama 

sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan 

denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang 

perekaman data secara manual oleh fiskus. 

Kini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan modernisasi system 

administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 

sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Modernisasi perpajakan 

meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, reformasi pengawasan dan 

reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 

tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan UU No. 42 tahun 2009 

mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang 

dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan 

reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan 

pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan baik. 

Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat 

kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan 

terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat 
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produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk 

peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Salah satu 

fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan 

dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya dengan 

menerapkan aplikasi elektronik Faktur (e-Faktur). Saat ini DJP telah 

memperhatikan keamanan, kebenaran, kepraktisan, dan kenyamanan dalam 

membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi tersebut yang terhubung 

secara langsung dengan pembuatan e-SPT Masa PPN. Ditambah dengan 

perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi 

kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem self assestment, yakni wajib 

pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kini dengan e-Faktur, 

pembuatan Faktur Pajak dan pembuatan e-SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan 

mudah. 

Pembuatan faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan 

mempermudah Pengusaha Kena Pajak dan sekaligus merupakan proteksi bagi 

Pengusaha Kena Pajak karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena 

selain oleh Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pemantauan yang dilakukan terkait 

dengan faktur pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal karena pelaporan 

dilakukan dengan cara mengunggah (upload) sehingga pelaporannya lebih bersifat 

real-time. Serta, kerahasiaan data dan keamanan data pun lebih terjamin. Faktur 

pajak tersebut juga dibuat dengan aplikasi khusus yang telah ditentukan dan 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ditambah lagi, aplikasi tersebut juga 
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dapat diperoleh dan diakses dengan mudah.  

PT.Wira Pratama Gasindo telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak 

(PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang distribusi gas elpiji. 

Ditinjau dari kegiatannya PT.Wira Pratama Gasindo melakukan kegiatan yang 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan ini mulai mengaplikasikan 

E-Faktur pada pembuatan SPT Masa PPN nya adalah pada tahun 2018. 

Berikut data penjualan yang terdapat dalam laporan Laba/Rugi dan data 

penjualan di SPT Masa PPN PT.Wira Pratama Gasindo selama tahun 2018 dapat 

dilihat pada tabel I.1. 

 

Tabel I.1 

Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN 

PT. Wira Pratama Gasindo 

Untuk Periode 31 Desember 2018 

Keterangan 2018 

Penjualan Pada Laba Rugi 10.985.030.000 

Penjualan Pada SPT PPN   8.412.525.184 

PPN 10% (Menurut Pajak)  1.098.503.000 

PPN 10% Pada SPT PPN     841.252.518 

Selisih PPN      257.250.482 
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Tabel I.2 
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Tabel I.3 

Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri  

Dengan Faktur Pajak  

PT.Wira Pratama Gasindo 

Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data tersebut dapat terlihat Perhitungan PPN pada Tahun 2018 

pencatatannya berbeda dengan hasil PPN yang sebenarnya sehingga menyebabkan 

adanya perbedaan perhitungan pada perusahaan dengan perhitungan PPN menurut 

perpajakan. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang 

nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan 

diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam 

melaksanakan peraturan perpajakan, sehingga dapat terlihat bagaimana 

NO. PERIODE PPN KELUARAN 

1 Januari  Rp                 1.257.499.900 

2 Februari  Rp                     477.418.630  

3 Maret  Rp                     660.925.000  

4 April  Rp                     924.591.703  

5 Mei  Rp                     730.577.320  

6 Juni  Rp                     799.590.929  

7 Juli  Rp                     579.908.197  

8 Agustus  Rp                     543.310.909  

9 September  Rp                 1.053.033.026  

10 Oktober  Rp                     705.426.823  

11 November  Rp                 1.044.287.965  

12 Desember  Rp                     893.454.682  

Total Feb - Des >>  Rp                 8.412.525.184  
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perusahaan PT.Wira Pratama Gasindo menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). 

Berikut daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan 

PT.Wira Pratama Gasindo selama 3 bulan dapat dilihat tabel I.2. 

Tabel I.4 

Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan 

PT. Wira Pratama Gasindo 

        Untuk Periode Selama 3 Bulan September,Oktober dan November 2018 

N

o 
Transaksi  September  Oktober  November 

1 PPN Masukan 96.742.282 64.185.427 94.784.878 

2 PPN Keluaran 66.183.053 17.175.956 44.136.270 

3 

Penyerahan 

dalam negri 

dengan Faktur 

Pajak yg 

digunggung. 

39.120.247 53.366.725 60.292.524 

4 

PPN yang 

dibayar 

 8.561.018   6.357.254  9.643.916 

 

Dari daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas 

terlihat PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan, selisih dari PPN 

tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara 

oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi, 

tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN 

kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bias saja terjadi karena adanya faktur 
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pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan kerlambatan penerbitan faktur 

pajak. Seperti pada SPT Masa PPN dibulan Oktober 2018 terdapat SPT Masa 

PPN Pembetulan Ke 1 yang dikarenakan adanya satu Faktur Pajak Masukan 

Bulan Oktober yang lupa di input ke E-Faktur sehingga menyebabkan adanya 

selisih jumlah pajak kurang bayar yang harus di kompensasikan ke masa pajak 

bulan November 2018 sebesar Rp.820.000,- yang dapat dilihat pada lampiran 

proposal ini. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara 

pada PT.Wira Pratama Gasindo dari kepala bagian pajak yakni terjadinya 

kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayar.  

Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan 

Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira 

Pratama Gasindo ”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Adanya perbedaan nilai penjualan di laporan Laba Rugi dengan nilai 

penjualan pada SPT Masa PPN. 

b. Adanya kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang di bayar. 

c. Adanya Kesalahan dalam Penerapan Faktur Pajak Masukan Pada SPT 

Masa PPN. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada PT.Wira Pratama 

Gasindo? 

b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN)? 

c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur 

pajak masukan Pada SPT Masa PPN? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana PT. Wira Pratama Gasindo dalam 

menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) agar tidak terjadi 

kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar. 

b. Untuk Mengetahui apa faktor – faktor yang menyebabkan kesalahan 

dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

c. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam 

membuat faktur pajak masukan Pada SPT Masa PPN serta apakah 

PT.Wira Pratama Gasindo sudah menerapkan Aplikasi E-Faktur sesuai 

dengan peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK.03/2013 dan 

berdasarkan peraturan direktorat jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 
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tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk 

elektronik  

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan 

tentang masalah yang teliti, yaitu Bagaimana penerapan e-faktur dalam 

prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN 

pada PT.Wira Pratama Gasindo Medan. 

b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 

maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Aplikasi E-Faktur 

pada perusahaan agar tidak ditemukan lagi kesalahan dalam 

penguploadan dan pelaporan faktur pajak PPN di aplikasi E-Faktur. 

c. Bagi Peneliti Sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain 

bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Uraian Teoritis 

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan 

pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan 

dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan 

belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk 

meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan 

pembebanan pajak. 

Menurut Zulia Hanum (2010) Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak 

yang dipungut dan dikenakan atas barang kena pajak.Pajak pertambahan nilai 

dapat dipungut pada berbagai mata rantai jalur usaha. Kendati pun dipungut 

beberapa kali namun karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai 

(value added) yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur 

usaha berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lagi berat. Pajak ini 

dipungut melalui faktor pajak, selisih antara pajak masukan dan keluaran pada 

perusahaan merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang yang harus disetor 

ke kas Negara.Menurut undang – undang nomor 42 tahun 2009 “Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah 

pebaean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. 

Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, 

maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang 

baru. Sebagai contoh, dibidang jasa, timbul transaksi jasa baru atau modifikasi 
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dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum 

diatur dalam undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menurut Hapsah (2017) PPN dikenakan atas setiap tambahan nilai dari 

suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN 

dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi baik pabrikan, agen 

utama maupun distributor utama. Karena setiap pemungutannnya hanya 

dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya 

menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak dalam PPN adalah dengan 

mengurangkan Pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN 

yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP. 

Sedangkan Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas Penyerahan 

BKP atau JKP. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan 

timbul pajak kurang bayar (hutang PPN) sedangkan jika pajak masukan lebih 

besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar (piutang pajak 

PPN). Setiap perusahaan yang memiliki NPWP diharuskan untuk membayar PPN 

Masukan kepada vendor dan dibolehkan untuk memungut PPN Keluaran dari 

customer. Sebagaimana diketahui dalam UU PPN Nomor 42 tahun 2009, yang 

merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, diketahui bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 

menerapkan tarif proporsional yaitu antara 0%-15%, kemudian pada pasal 13 

menyebutkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur 

pajak. Sementara itu, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus 

dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan 
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sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa-PPN) 

disampaikan. 

Pengertian – pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan 

Nilai antara lain: 

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat – tempat 

tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kotinen yang didalamnya 

berlaku Undang – Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 

2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean 

kedalam daerah pabean. 

3. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan 

mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean 

keluar daerah pabean. 

4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan 

pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean 

keluar daerah pabean. 

5. Ekspor Barang Kena Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan 

penyerahan Jasa Kena Pajak keluar daerah pabean. 

6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah 

bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru 

atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya 

alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan 

kegiatan tersebut. 
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7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 

dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena 

pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa 

kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. 

8. Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang 

kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak 

berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa 

kena pajak. 

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 

bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan 

menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. 

10. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau 

hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak 

sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak 

berdasarkan undang – undang PPN 1984. 

11. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk 

apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya 

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan 

usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak 

pertambahan nilai. 
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12. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha 

kena pajak (PKP) atau direktoral jendral bea cukai pada saat penyerahan 

barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP). 

13. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang 

dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah 

dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 

 

2. Dasar Hukum 

Undang – Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang – 

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – Undang ini 

disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. 

 

3. Dasar Pengenaan Pajak 

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu 

adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah: 

a. Harga jual 

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan 

potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 

b. Penggantian 
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Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, 

atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang PPN 1984 dan potongan 

harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang 

dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan 

JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena 

pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean. 

c. Nilai impor 

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk 

ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – 

undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor 

BKP , tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang – 

Undang PPn 1984. 

d. Nilai Ekspor. 

Adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya 

diminta oleh eksportir. 

e. Nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. 

4. Tarif  

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan 

tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a. Ekspor BKP berwujud 
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b. Ekspor BKP tidak berwujud 

c. Ekspor JKP 

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan 

pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar 

untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat 

dikreditkan. 

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 

kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah 

tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima peren) dengan tetap 

memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

ini dikemukakan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat dalam rangka 

pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara 

Menurut Pandapotan Ritonga (2017:3) Pengertian Tax Planning Menurut 

Darussalam & Danny (Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti 

Avoidance Rule, 2009) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak 

yang terhutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan disputeantara 

wajib pajak dan otoritas pajak. Sedangkan Menurut Farid Ahmad dalam Malaysia 

Tax Work Book yang dikutip dalam Gunadi ( 2009 : 279 ) menyatakan bahwa 

:“Perencanaan Pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan 

Wajin Pajak untuk merekayasa ( reenginering ) sumber – sumber penghasilan dan 

beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisasi, menangguhkan, 



18 
 

 
 

atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan 

perundang – undangan”.. 

5. Mekanisme Pengenaan Pajak 

Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit 

(credit method) serta metode faktur pajak (invoice methode). Dalam metode ini 

pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa 

kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada 

setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau 

pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme 

pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan 

pengkreditan pajak masukan, sarana yang ddigunakan adalah faktur pajak (metode 

faktur pajak). 

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP 

penjual, bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut 

merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak 

Masukan. pembeli berhak menerima bukti pungutan berupa faktur pajak. 

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib 

memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. 

Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur 

pajak. 
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Contoh: 

Sepanjang bulan maret 2011, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut: 

1. Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000,00 (dipungut PPN sebesar 

Rp 10.000.000,00) 

2. Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,00 (dipungut PPN 

sebesar Rp.4.000.000,00) 

3. Menjual produknya seharga Rp 200.000.000,00 (memungut PPN sebesar 

Rp 20.000.000,00) 

4. Perhitungan PPN: 

Jumlah pajak keluaran  Rp 20.000.000,00 

Jumlah pajak masukan  Rp 14.000.000,00 

PPN kurang bayar   Rp   6.000.000,00 

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00 ini harus disetorkan ke 

kas Negara. 

6. Cara Menghitung PPN 

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut: 

PPN= Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak 

Contoh: 

a. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual tunai BKP Kepada Pengusaha Kena 

Pajak “B” dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00. PPN yang terutang: 

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00. 

PPN sebesar Rp.2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang 

dipungut oleh pengusaha kena pajak “A”. Sedangkan bagi pengusaha kena 

pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan. 
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b. Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor 

Rp.15.000.000,00 PPN yang dipungut melalui direktorat jendral bea dan 

cukai = 10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00. 

7. Mekanisme Kredit Pajak 

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang 

kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah 

pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti 

pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut 

merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena 

pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena 

pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa 

kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. 

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak 

dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak 

yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan 

dengan pajak keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak 

berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang 

bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan 

pemeriksaan. 

Apabila dalam satu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak 

masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus 

disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah 
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masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. 

Sedangkan apabila dalam satu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan 

pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa 

pajak berikutnya. 

Contoh 1: 

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut: 

Membeli bahan baku dan lain – lain dari pabrikan Rp 100.000.000,00 

Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp.60.000.000,00 

Pajak keluaran yang harus dipungut: 

10% x Rp 60.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 

PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak yang bersangkutan: 

Rp 10.000.000,00 – Rp 6.000.000,00 = Rp 4.000.000,00 

Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau 

dapat diminta kembali (restitusi) 

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak pajak 

masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara 

oleh PKP. 

Contoh 2: 

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut: 

Membeli bahan baku dan lain – lain dari pabrikan Rp 150.000.00,00 

Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp 200.000.000,00 
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Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar: 

10% x Rp 150.000.000,00 = Rp 15.000.000,00 

Pajak keluaran yang harus dipungut: 

10% x Rp 200.000.000,00 = Rp 20.000.000,00 

PPN yang masih harus disetor ke kas negara: 

Rp 20.000.000,00 – Rp 15.000.000,00 = Rp 5.000.000,00 

8. Surat Pemberitahuan (SPT) 

a. Pengertian Surat Pemberitahuan 

Pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajib pajak digunakan 

untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak, harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dan/atau objek pajak dan/atau bukan objek pajak (Supramono 

dan Damayanti, 2014:24). Adapun tata cara pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 

2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk 

melaporkan dan mempertangungjawabkan jumlah pajak terutang dan 

pembayarannya. 

b. Fungsi Surat Pemberitahuan 

Dalam (Mardiasmo, 2018:35-36) Surat Pemberitahuan memiliki 

fungsi bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dan melaporkan tentang: 
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1. Pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun 

Pajak Pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilaksanakan 

sendiri dan/atau melalui pemotongan atau; 

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau objek pajak; 

3. Harta dan kewajiban; 

4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan 

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) 

Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

c. Jenis SPT 

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Sari, 201:190-191), 

yaitu: 

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk masa 

pajak. 

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

tahun pajak atau bagian tahun pajak 

SPT meliputi: 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan  

b. SPT Masa yang terdiri dari: 

1. SPT Masa Pajak Penghasilan  

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai. 

d. SPT masa PPN 
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Peraturan mengenai benuk, isi dan tata cara pengisisan dan 

penyampaian SPT masa PPN dapat dikelompokkan berdasarkan kategori 

PKP. Untuk Pemungutan PPN, ketentuan ini diatur dalam Peraturan 

Direktur Jendral Pajak Nomor PER-147/PJ/2006. Sementara itu, untuk 

PKP dibedakan menjadi dua, sebagai berikut. 

1. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana 

telah diubah dengan PER-29/PJ/2015 yang mengatur ketentuan untuk 

PKP yang mengunakan mekanisme pengkereditan pajak masukan; 

2. Peraturan Direktur Jedral Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan PER-10/PJ/2013 yang mengatur ketentuan 

untuk PKP yang mengunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. 

e. Bentuk SPT masa PPN 

Baik formulir SPT masa PPN 1111 maupun 1111 DM berbentuk 

formulir kertas atau dokumen elektronik. Untuk formulir kertas dapat 

diperoleh di Kntor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh 

PKP. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk elektronik hanya 

dapat dibuat dengan mebgunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini 

baru diluncurkan oleh Direktorat Jedral Pajak. 

f. Penyampaian SPT masa PPN 

Cara penyampaian SPT masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT 

yang digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke 

KPP atau dikirimkan melalui pos/kurir/jas ekspedisi dengan bukti 

pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat 

disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas 
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atau dikirim melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jendral Pajak. 

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 

Pengenaan saksi administrasi berupa denda melakukan terhadap 

(Sari 2013:204): 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; 

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan pekerjaan 

bebas atau kegiatan usaha; 

3. Wajib Pajak orang pribadi yang bersetatus sebagai warga negara asing 

yang sduah tidak lagi tinggal di Indonesia; 

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi 

belum dibubarkan sesuai ddengan ketentuan yang berlaku; 

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Mentri Keuangan; 

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan anatara alain: 

kerusuhan masala, kebakaran, ledakan bom atau aksi terosrisme, 

perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi 

penerimaan negara atau perpajakan. 

 

9. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) 

a. Pengertian e-Faktur 
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata 

Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang 

selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi 

atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah 

Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak. 

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena 

Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, berikut 

ini adalah 3 tahap yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menerapkan e-Faktur : 

1. Tahap I : Mulai tanggal 1 Juli 2014, Wajib Pajak tertentu (diatur dalam 

KEP-136/PJ/2014) diwajibkan menggunakan e-Faktur dalam 

transaksinya. 

2. Tahap II : Mulai tanggal 1 Juli 2015, seluruh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur dalam 

transaksinya. 

3. Tahap III : Mulai tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di 

seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal 

dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru. 

Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini 

adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, 

diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan 

faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang 
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terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena 

beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sehingga suatu sitem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan 

efisiensi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) itu sendiri. 

Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua 

aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya. 

Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun 

penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan 

tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda 

tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada 

kewajiban untuk mencetak faktur pajak, serta aplikasi ini merupakan satu 

kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini 

dilaporkan melalui e-SPT. 

b. Dasar Hukum e-Faktur 

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut: 

1. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 

Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. 

2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara 

Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. 

3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 

tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka 
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Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau 

Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak. 

4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur 

Pajak berbentuk Elektronik. 

c. Keuntungan Penerapan e-Faktur 

Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP 

atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini 

diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari 

sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Bagi Penjual : 

Dapat menikmati kemudahan antara lain: 

1. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik. 

2. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya 

cetak, dan biaya penyimpanan, 

3. aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN 

4. memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak 

melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu 

lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Bagi Pembeli :  

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-

Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi 

dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar.  
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d. Tata Cara Pelaporan e-Faktur 

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan 

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut : 

1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat 

Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal 

Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah 

ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-

Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur 

Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah 

Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal 

Pajak bukan merupakan Faktur Pajak 
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     Gambar II-1 

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur 

 

Sumber: Presentasi Sosialisasi e-Faktur,Ditjen Pajak,2014. 

e. Tata Cara Penggunaan e-Faktur 

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan 

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut : 

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah 

Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak. 
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2. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh 

aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) dikukuhkan. 

3. Telah memiliki Sertifikat Elektronik. 

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang 

memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan 

status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang 

dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dengan fungsi 

Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara 

elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi 

e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan 

layanan lainnya. 

4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), 

saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 

terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 

penyerahan Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin 

dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

tersendiri. 

5. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak: 
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a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012; 

b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada 

orang pribadi pemegang paspor luar negeri; 

c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa 

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan 

Faktur Pajak. 

6. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan syarat 

materiil dan formil pada faktur pajak standar. 

7. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik. 

8. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih 

dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan 

menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan 

pada saat pembuatan e-Faktur. 

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, 

sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, 

Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat 

membuat e- Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik 

yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 

9. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah 
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dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan 

pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang 

ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 

10. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak 

yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi 

atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat 

Jenderal Pajak dengan mengajukan permintaan data e-Faktur ke 

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat 

Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 

11. Jika dalam hal terjadi keadaan tertentu (peperangan, kerusuhan, 

revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di 

luar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena 

Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak 

diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas 

(hardcopy) 

 

10. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan PPN 

dan PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling 

lama akhir bulan berikutnya setelah Massa Pajak berakhir. 

Tata cara melaporkan SPT Massa untuk masing-masing pemungutan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara. 
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a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107PUT. 

b. Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan 

formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat 

pemungutan/penyetoran (NIHIL). 

c. Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah 

bertindaksebagai―kasirdari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek 

inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang 

bersangkutan melalui Bendahar. Yang diwajibkan untuk memungut 

dan melapor adalah Bank yang bersangkutan. 

2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan 

kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin pengusahaan 

sumber daya panasbumi. 

a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan 

melampirkan Faktur Pajak lemmbar ke 3 dan SSP lembar ke5. 

b. KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu 

bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran(NIHIL) 

3. Badan Usaha Milik Negara 

a. Pelaporan dengan menggunakan Formulir-SPT Mssa PPN bagi 

Pemungutan PPN(SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam 

bentuk elektronik (e-SPT). 

b. BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat 

Setoran Pajak. 

c. Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak 

melakukan pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus 
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menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengsi dengan angka 0 

(nol) tanpa disertai LampiranSPT. 

 

B.  Hubungan E-Faktur Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan 

L/R 

Sejak 1 juli 2016, PKP (pengusaha kena pajak) diindonesia wajib 

membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan 

SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, perusahaan harus memiliki sertifikat 

elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor dirjen pajak, tempat dimana 

perusahaan dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, perusahaan harus memastikan 

bahwa faktur pajak yg diterima merupakan e-Faktur dan keterangan yang 

tercantum didalamnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan 

keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi 

pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang 

bersangkutan. Dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini akan 

memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan 

muncul sebagai Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan pajak masukan 

dan pajak pengeluaran selama 1 (satu) tahun. 

Contohnya: 
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C. Penelitian Terdahulu 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis penerapan e-

Faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN 

sebagai berikut : 
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Tabel II-1 

Penelitian Terdahulu 

Tahu

n Peneliti 

Variabel yang 

Judul Hasil Penelitian Terkait 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeli 
Maria 

 

1.Penerapan 

2.Pelaporan 

3.e-Faktur 

4.SPT Masa 
PPN 

Analisis 
penerapan 
e-faktur 
dalam 

prosedur 
dan 

pembuatan 
faktur pajak 

dan 
pelaporan 
SPT masa 
PPN pada 
CV.Wastu 

Citra 
Pratama. 

1.penerapan e-faktur 
dalam pembuatan 
faktur pajak pada 
CV.Wastu citra 
pratama sudah 
berjalan dengan baik, 
adapun kendala yang 
sering dihadapi oleh 
perusahaan dalam 
menggunakan aplikasi 
e-faktur masih bisa 
diatasi hanya saja 
perlu perhatian yang 
lebih, khususnya 
dalam jaringan 
internet yang 
terkadang lambat atau 
tidak mendukung 
sehingga dalam 
mengupload faktur 
pajak sering gagal. 

2.dalam hal penerapan 
e-faktur dalam 
pelaporan spt masa 
ppn masih sama 
sebelum dengan 
adanya e-faktur 
namun saja dalam 
pembuatannya 
dilakukan dalam satu 
aplikasi e-faktur. 
Namun, dalam 
pelaporannya 
perusahaan 
menggunakan e-
filling dan dalam 
pelaporannya masih 
ditemukan adanya 
keterlambatan dalam 
pelaporannya. 
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2015 Rifaldi 

Josua 

Muaja 

1.Penerapan 

2.Perencanaan 

3.SPT Masa 

PPN 

Analisis 

penerapan 

perencanaan 

pajak pada 

wajib pajak 

badan di 

PT.Elsadai 

Servo Cons. 

1. PT Elsadai Servo Cons 

tidak menerapkan 

perencanaan pajak  

2. Penerapan 
perencanaan pajak dapat 

mengefisiensikan 

pembayaran pajak 

penghasilan  

3. Jika PT Elsadai Servo 
Cons menerapkan 

perencanaan pajak 

dengan dua strategi yang 
sudah dibahas dalam 

pembahasan sebelumnya, 

maka perusahaan dapat 
mengefisiensikan pajak 

sebesar Rp 31.250.000 

hasil tersebut di dapat 

dari pajak yang 
seharusnya dibayar jika 

tidak menggunakan 

perencanaan pajak yaitu 
Rp 390.411.897 

dikurangkan dengan total 

pajak setelah menerapkan 

perencanaan pajak Rp 
359.161.897  

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam 

undang-undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ketika 

adanya penjualan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap terjadinya 

transaksi penjualan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan proses 

penjurnalan dari setiap penjualan dan pembelian yang ada. 
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Seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak 

tersebut berperan sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak tidak dapat dilakukan 

dengan semena-mena. Pengaturan pembuatan faktur pajak diatur dalam pasal 13 

ayat (1a) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam praktiknya, sebelum adanya 

sistem e-Faktur pembuatan faktur pajak dapat dilakukan dengan semena-mena dan 

bahkan seseorang yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 

Faktur Pajak dengan bebas dan menerbitkan Faktur Pajak yang fiktif/palsu. Faktur 

yang dilaporkan tersebut sering mengalami banyak dinamika kesalahan. 

Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah 

menyediakan aplikasi khusus untuk membuat Faktur Pajak yang secara otomatis 

dapat terhubung dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai secara elektronik (e-SPT Masa PPN). Hal ini dilakukan agar 

keamanan dan keaslian Faktur Pajak terjamin yang sekaligus merupakan proteksi 

bagi Pengusaha Kena Pajak dan mempermudah Wajib Pajak khususnya 

Pengusaha Kena Pajak dalam membuat e-SPT Masa PPN. Hal ini juga dilakukan 

DJP sebagai bentuk modernisasi perpajakan yang berguna memperbaiki diri dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan, 

reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Hal ini juga didukung oleh 

perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. 

Aplikasi tersebut dinamakan e-Faktur. E-Faktur atau Faktur Pajak berbentuk 

elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem 

elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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Pengertian tersebut dicantumkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak 

Berbentuk Elektronik. Faktur pajak jenis ini diberlakukan dengan tujuan 

terhubung langsung secara otomatis dengan pembuatan e-SPT Masa PPN 

sehingga pemungutan PPN dan transaksi mudah dicek, menghindari Faktur Pajak 

yang tidak valid, keamanan dari segi data terjamin, menghemat biaya dan waktu, 

serta mudah dan efisien dalam membuat Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN. Hal 

ini tentu saja memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi 

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama 

dalam pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN. Namun, aplikasi e-Faktur 

ini juga memiliki hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya antara lain masih 

rendahnya pengetahuan teknologi masyarakat (SDM) sehingga masih banyak PKP 

yang tidak mengerti cara mengoperasikan e-Faktur, dan server e-Faktur dari DJP 

sering mengalami maintenance (perbaikan) sehingga penginputan e-Faktur 

kadang memerlukan waktu yang lama, serta data yang telah di upload tidak dapat 

diubah kembali. Berdasarkan pemikiran tersebut, seorang wajib pajak, dalam hal 

ini khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak cenderung akan memilih cara 

pembuatan laporan yang mudah, praktis, dan sederhana.  

Dalam mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN dalam mencatat, 

menghitung dan melaporkan nilai PPN yang akan disetorkan dapat dilihat dari 

besarnya nilai penjualanyang terdapat pada SPT PPN dan Laba Rugi apakah 

sudah sesuai dengan undang-undang No.42 tahun 2009.Adapun Kerangka 

Berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini: 
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Akuntansi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 2 Kerangka Berfikir 

 

e-Faktur 

Pencatatan Perhitungan 

 

Pelaporan 

Undang-Undang No. 42 

tahun 2009 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang 

digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pemilihan metodologi 

perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif. Menurut sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah: 

1. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system 

elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh direktorat jendral 

pajak yang digunakan oleh PKP untuk membuat SPT masa PPN dan 

dokumen lainnya sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 

151/PMK.03/2013 dan berdasarkan peraturan direktorat jendral pajak 

nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur 

pajak berbentuk elektronik. 
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2. Pajak pertambahan nilai Pajak adalah jenis pajak yang dikenakan atas 

konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang 

maupun jasa. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat 

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di 

dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur kepabeanan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kota Medan dengan objek penelitian 

yaitu PT.Wira Pratama Gasindo di jalan bakaran batu nomor 20B kelurahan 

sei renggas II kecamatan medan area Medan Sumatera Utara. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai November 2018 sampai dengan 

Maret 2019. 
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Tabel.III.1. 

Rincian Waktu Penelitian 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif yaitu data-  data yang berwujud angka-angka yang dapat 

dioperasikan secara matematis. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yaitu data yang didapatkan langsung dengan cara melakukan penelitian 

 

No 

 

Kegiatan 

Waktu Penelitian 

November Desember Januari Februari Maret 
April s/d 

Juni 

Juli s/d 

Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                             

2 Penelitian                             

3 Penulisan Proposal                             

4 Bimbingan Proposal                             

5 Seminar Proposal                             

6 Penyusunan Skripsi                             

7 Bimbingan Skripsi                             

8 Sidang Meja Hijau                             
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langsung ke perusahaan yang di teliti guna memperoleh atau mengumpulkan 

data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

 

E Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini 

antara lain dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu adalah merupakan 

teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti buku, dokumen yang 

dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, pendapat para ahli melalui 

penghimpunan, pencatatan, dan pengolahan atas data-data peneliti untuk 

mendapatkan data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 

 

F Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data-

data yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai, 

kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga 

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk 

menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis 

data sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data data yang berkaitan dengan Analisis penerapan 

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada penjulan yang terdapat di 

laporan laba/Rugi dengan penjualan yang terdapat di SPT PPN, 

dilakukan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana 

perananan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Wira Pratama 



46 
 

Gasindo. 

2. Menganalisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai yang di lakukan Perusahaan apakah sesuai dengan 

Undang-Undang No. 42 Tahun2009. 

3. Mengkonfirmasi kembali data-data yang diperoleh dengan 

melakukan wawancara kepada kepala bagian pajak dan kepala 

bagian keuangan di perusahaan PT. Wira Pratama Gasindo. 

4. Menganalisis faktor yang menyebabkan selisih perhitungan pada 

SPT PPN di perusahaan PT. Wira Pratama Gasindo 

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

PT.Wira Pratama Gasindo merupakan salah satu bentuk perusahaan yang 

bergerak di bidang distributor gas elpiji baik itu dalam kemasan 12kg, 5,5kg 

sampai dengan elpiji 50kg dengan menjadi agen (gas elpiji) langsung dari 

PT.Pertamina. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Kuswira yang sekaligus 

sebagai pemimpin perusahaan yang beralamatkan di jalan Jend.Ahmad Yani 

No.280 Labuhan Batu Rantau Prapat. 

PT.Wira Pratama Gasindo adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada 

tahun 2005, Berdirinya perusahaan ini berdasarkan surat izin usaha perdagangan 

(SIUP) No: 503/030/BPMP2T/SIUP/2012 yang ditetapkan di Rantau Prapat pada 

tanggal 01 Maret 2012. 

PT.Wira Pratama Gasindo yang terletak di jalan Jend.Ahmad Yani No.280 

Rantau Prapat ini mendirikan sebuah kantor Accounting atau kantor pembukuan 

yang beralamatkan di jalan Bakaran Batu No.20B Kelurahan Sei Rengas II 

Kecamatan Medan Area, Medan Sumatera Utara. Dimana semua aktifitas 

perusahaan baik itu laporan harian dan transaksi-transaksi perusahaan yang 

disusun dalam laporan keuangan dikirim ke kantor accounting yang berada 

dimedan. 

Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak dibidang dagang. Setiap 

pejualan yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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sebesar 10%. Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak wajib yang memungut 

PPN sebesar 10%  pada saat terjadinya penjualan. 

Perusahaan merupakan PKP dimana perusahaan ini setiap melakukan 

pembelian dan penjualan BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran. Apabila melakukan penjualan maka akan ada Pajak Keluaran yang 

dipungut perusahaan kepada pembeli sedangkan jika ada pembelian maka penjual 

BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut Pajak Masukan. Lalu 

pajak masukan dan pajak keluaran ini akan diakumulasikan sehingga didapat 

apakah PPN terhutang perusahaan kurang bayar atau lebih bayar yang dibuktikan 

dengan keluarnya SPT Masa PPN. 

Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini ditekankan 

pada analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. 

Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan 

Nilai pada PT.Wira Pratama Gasindo dengan Penerapan Akuntansi Pajak 

Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Perhitungan 

Pajak Pertambahan Nilai serta penerapan faktur pajak masukan pada SPT Masa 

PPN Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 pada PT.Wira Pratama Gasindo 

sebagai alat analisis yang digunakan. 

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN 

yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut: 

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%) 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan: 
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Penjualan     Rp 10.985.030.000,- 

PPN 10% X Rp 10.985.030.000,- Rp   1.098.503.000,- 

a. Pajak Masukan 

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian 

terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak 

masukan sebesar 10% dari harga beli barang atau jasa tersebut. 

b. Pajak Keluaran 

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan 

terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan 

perhitungan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa 

tersebut. 
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2. Deskripsi Data Penelitian 

Tabel IV.1 
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Tabel IV.2 

 

Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri  

Dengan Faktur Pajak  

PT.Wira Pratama Gasindo 

 Tahun 2018  

 

  

 

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perbandingan 

perhitungan penjulan laba/rugi dengan perhitungan penjualan SPT PPN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. PERIODE PPN KELUARAN 

1 Januari  Rp                 1.257.499.900 

2 Februari  Rp                     477.418.630  

3 Maret  Rp                     660.925.000  

4 April  Rp                     924.591.703  

5 Mei  Rp                     730.577.320  

6 Juni  Rp                     799.590.929  

7 Juli  Rp                     579.908.197  

8 Agustus  Rp                     543.310.909  

9 September  Rp                 1.053.033.026  

10 Oktober  Rp                     705.426.823  

11 November  Rp                 1.044.287.965  

12 Desember  Rp                     893.454.682  

Total Feb - Des >>  Rp                 8.412.525.184  
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 Tabel IV.3 

Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN 

PT. Wira Pratama Gasindo 

Untuk Periode 31 Desember 2018 

Keterangan 2018 

Penjualan Pada Laba Rugi 10.985.030.000 

Penjualan Pada SPT PPN   8.412.525.184 

PPN 10% (Menurut Pajak)  1.098.503.000 

PPN 10% Pada SPT PPN     841.252.518 

Selisih PPN      257.250.482 

 

Dari tabel diatas terlihat jelas hasil Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak di 

tahun 2018 ada selisih di pencatatan PT.Wira Pratama Gasindo jika dihitungkan 

10% yang telah ditetapkan oleh perpajakan. 

Pada Tahun 2018 perhitungan DPP PT.Wira Pratama Gasindo Rp   

8.412.525.184,- x 10% = Rp 841.252.518, sedangkan hasil PPN menurut Pajak 

yang sebenarnya sebesar Rp 1.098.503.000,- selisih Rp 257.250.482,- 

perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo salah 

karna perusahaan melakukan kurang bayar sehingga perhitungan dan 

pencatatannya berbeda dan ada selisih diantaranya. 

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan Nilai Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan. 
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Tabel IV.4 

 

Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan 

PT. Wira Pratama Gasindo 

       Untuk Periode Selama 3 Bulan September,Oktober dan November 2018 

N

o 
Transaksi  September  Oktober    November 

1 PPN Masukan 96.742.282 64.185.427 94.784.878 

2 PPN Keluaran 66.183.053 17.175.956 44.136.270 

3 

Penyerahan 

dalam negri 

dengan Faktur 

Pajak yg 

digunggung. 

39.120.247 53.366.725 60.292.524 

4 
PPN yang 

dibayar 
 8.561.018   6.357.254  9.643.916 

 

Dari daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas 

terlihat PPN Keluaran lebih besar dai pada PPN Masukan, selisih dari PPN 

tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara 

oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi, 

tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN 

kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bisa saja terjadi karena adanya faktur 

pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan terlambatan penerbitan faktur 

pajak. Seperti pada SPT Masa PPN dibulan Oktober 2018 terdapat SPT Masa 

PPN Pembetulan Ke 1 yang dikarenakan adanya satu Faktur Pajak Masukan 

Bulan Oktober yang lupa di input ke E-Faktur sehingga menyebabkan adanya 

selisih jumlah pajak kurang bayar yang harus di kompensasikan ke masa pajak 
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bulan November 2018 sebesar Rp.820.000,- yang dapat dilihat pada lampiran 

proposal ini. 

Berdasarkan data yang di analisis terjadi kekeliruan perhitungan dan 

penginputan jumlah barang kena pajak (BKP) perusahaan tersebut mulai dari 

bulan januari sampai dengan desember 2018. Hal tersebut menyebabkan 

timbulnya selisih pajak kurang bayar sebesar Rp. 257.250.482,- (dua ratus lima 

puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapa puluh dua rupiah). 

Kesalahan ini terjadi akibat perusahaan melaporkan jumlah DPP tidak sesuai 

dengan data penjualan yang sebenarnya yang tertera pada laporan laba rugi. 

Akibat kesalahan tersebut, perusahaan dapat saja dianggap telah menyelewengkan 

pajak perusahaan atas BKP, hal ini dapat menimbulkan kerugian tentunya bagi 

pihak negara dan juga perusahaan.  

 

B. Pembahasan 

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Wira Pratama 

Gasindo. 

  Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk memberikan 

informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan 

melaporkan pajak pertambahan nilai yang terhutang. Dalam hal ini penulis 

ingin mengetahui apakah  PT.Wira Pratama Gasindo telah memenuhi 

kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-

Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang dasar pembukuan PPN 

sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 
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penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat 

dihitung besarnya pajak terutang PPN dan peraturan tentang  pengenaan 

PPN yang berlaku di Indonesia. 

  Dalam penelitian ini perusahaan sudah melakukan pembukuan 

sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang  KUP dan ketentuan Pajak 

pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 

namun penelitian ini masih terdapat kekurangan, peneliti menemukan 

adanya perbedaan penentuan nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan 

transaksi penjualan pada akuntansi PPN yang berdasarkan harga jual pada 

SPT PPN dengan laporan laba rugi, sehingga akan munculnya salah 

informasi understated dan overstated dalam hal pelaporan dan penyetoran 

PPN terhutangnya. Sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap 

nilai penjualan sebelum melakukan pelaporan. Hal ini ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Riki Ardillah (2017) pada PT. Asri 

Pembangunan Catur Karya Cipta dimana peneliti memberi kesimpulan 

bahwa masih adanya kekurangan dalam perlakuan akuntansi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) karena adanya perbedaan nilai penjualan tersebut. 

  Jika jumlah pendapatan atau penjualan yang terdapat di laporan 

Laba Rugi terjadi perbedaan dengan jumlah penjualan atau pendapatan yang 

terdapat di SPT Masa PPN (1111) maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) 

akan menerbitkan surat equalisasi (penyamaan) dalam meminta data ke 

wajib pajak. 

  Jika jumlah pendapatan di laporan laba rugi lebih besar dari pada 

jumlah pendapatan di SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) 
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akan mengejar jumlah PPN yang kurang bayar tersebut. Dan jika jumlah 

pendapatan di laporan laba rugi lebih kecil dari pada jumlah pendapatan di 

SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan mengejar PPh 

Pasal 29 (PPh kurang bayar tahunan). 

  Dalam pelaksanaan penerapan pajak pertambahan nilai PT.Wira 

Pratama Gasindo seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan undang – undang pajak pertambahan nilai (PPN) no. 42 tahun 2009 

yaitu: 

a. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak 

(BKP) ataupun jasa kena pajak (JKP) 

b. Memungut PPN sebesar 10% dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP) 

dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP 

c. Menyetorkan pajak terutang ke kas negara selambat – lambatnya pada 

akhir bulan atau pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya 

masa pajak. 

d. Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) 

dengan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa) dalam jangka waktu 

paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. 

e. Melakukan pembukuan untuk setiap faktur pajak yang diterbitkan atau 

dikeluarkan. 

f. Menyimpan seluruh berkas dengan rapi dan teratur. 
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2. Faktor- Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar. 

  Setelah dilakukan analisis terhadap nilai penjualan yang dilakukan 

perusahaan yang tertera pada laba rugi dan SPT PPN ternyata terdapat 

perbedaan nilai yang sangat mencolok pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 

257.250.482,- Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: 

a. Jarak antara Penjualan dan Pembuatan Faktur Pajak 

 Pembuatan Faktur Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT.Wira 

Pratama Gasindo diakui berjarak hampir sebulan setelah dilakukannya 

penjualan untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Hal ini tidak 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 

yang menyatakan bahwa PPN terhutang diakui pada saat Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak diserahkan kepada customer , sehingga jarak 

antara penjualan dan pembuatan faktur pajak yang terlalu lama di 

khawatirkan dapat mengakibatkan nilai penjualan yang terdapat pada 

laporan laba rugi dengan SPT masa PPN akan menghasilkan hasil yang 

berbeda.  

b. Perbedaan perhitungan PPN dengan Laporan Laba Rugi 

 Adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang di lakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo pada SPT Masa PPN 

tahun 2018 sebesar Rp. 257.250.482,-. Yang dimana Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) PPN keluaran tahun 2018 pada SPT Masa PPN yaitu sebesar 

Rp.8.412.525.184,- dengan nilai PPN 10% nya adalah sebesar 
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Rp.841.252.518,-  dan jika dihitung sesuai dengan peraturan Undang-

Undang Nomor 42 tahun 2009 Yaitu 10% dari DPP atau dari angka 

penjualan yang tertera pada laporan laba rugi adalah senilai 

Rp.10.985.030.000,- x 10% = Rp.1.098.503.000,- akan tetapi pada SPT 

PPN yang tercantum sebesar Rp.841.252.518,- sehinggah selisih dari 

perhitungan tersebut sebesar Rp.257.250.482,-. Dari data tersebut terlihat 

jelas bahwa adanya perbedaan antara angka penjualan yang terdapat di 

laporan laba rugi dengan yang tertera di SPT Masa PPN tahun 2018, 

sehingga terdapat penerapan pajak pertambahan nilai yang salah dan 

tidak sesuai dengan Undang – undang No 42 Tahun 2009. 

 

3. Faktor – Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur 

pajak masukan pada PT.Wira Pratama Gasindo. 

  Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini 

kesalahan dalam penerapan SPT Masa PPN bulan oktober 2018 yang 

ditandai dengan adanya SPT Masa PPN pembetulan Ke 1 disebabkan oleh 

adanya PPN masukan yang tidak di input ke aplikasi E-faktur oleh 

karyawan bagian perpajakan dengan alasan lupa dan berkas terselip.  

  Kecenderungan ketidaktelitian ini jika tidak diantisipasi akan 

menjadi kelupaan yang berkelanjutan. Mungkin dengan sudah melaporkan 

SPT Masa PPN yang tidak benar namun tepat waktu, wajib pajak tidak 

perlu melakukan perbaikan. Padahal yang perlu diketahui dari wajib pajak 

ialah informasi transaksi wajib pajak bisa diketahui dari segala sumber. 

Jika dalam pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak tidak terdapat suatu 
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transaksi pajak keluaran tertentu,  dapat dilakukan pengecekan lewat SPT 

Masa PPN lawan transaksi. Lawan transaksi yang melaporkan pajak 

masukkan dengan wajib pajak tersebut,  menjadi trigger awal sebagai dasar 

diterbitkannya surat klarifikasi kepada wajib pajak.  

  Dalam tahap wajib pajak mau beriktikad baik maka pelunasan akan 

kurang bayar SPT Masa PPN menjadi solusinya. Namun jika sebaliknya 

maka dapat diusulkan untuk dilaksanakan pemeriksaan. Perilaku kooperatif 

dari wajib pajak menjadi dasar yang diperlukan dalam klarifikasi atas 

kesalahan administrasi perpajakan yang menimbulkan pajak yang kurang 

dibayar. Lebih lanjut, wajib pajak juga perlu memahami hal lain lagi. 

Selain terdapat nilai pajak yang kurang dibayar, atas jatuh tempo 

pembayaran nilai pajak yang terlewati ini akan dikenakan sanksi sebesar 2 

persen setiap bulannya. yang Perlu Dilakukan agar Teliti Lapor SPT Masa 

PPN Pertama wajib pajak, harus mengidentifikasi lawan transaksinya. 

Apakah bekerja sama dengan pemerintah, BUMN, ataupun dengan wajib 

pajak lain. Tanggal penerbitan e-faktur pun harus sesuai antara tanggal 

penyerahan atau tanggal penyerahan tagihan, dihitung yang paling cepat. 

Kedua, menjadi PKP mau tidak mau kita harus tegas terhadap lawan 

transaksi. Karena kita ingin mematuhi prosedur pelaporan PPN yang benar 

maka permintaan untuk memundurkan penerbitan e-faktur harus kita tolak. 

Tindakan salah tersebut jika kita ikuti akan mempersulit diri kita sebagai 

wajib pajak nantinya. Ketiga, untuk mencegah adanya faktur penggantian 

maupun pembatalan, lebih bijak jika kita mengkonfirmasi ulang di awal 

sebelum faktur diterbitkan. Atas jenis barang yang diminta maupun 
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jumlahnya, harus dikonfirmasi dengan jelas sehingga tidak timbul adanya 

kesalahan.  

  Keempat, jangan pernah bosan mengecek faktur sebelum 

dilaporkan. Walaupun sebenarnya pembetulan itu tidak akan memberatkan 

kita jika tidak timbul nilai kurang bayar dalam pajak. Namun jika kondisi 

tersebut sebaliknya maka lebih baik jangan terlalu cepat membentuk SPT 

Masa PPN kita, dengan catatan juga jangan sampai terlambat untuk 

melaporkan. Teliti lagi dan pastikan setiap transaksi telah sesuai dan benar. 

Melihat satu hal penting di atas mungkin banyak wajib pajak yang 

mengalaminya. Merasakan kebingungan atas kesalahan administrasi 

perpajakan yang dilaporkan. Namun, sudah jelas bahwa terdapat solusi 

untuk menyelesaikannya dan bahkan bisa mencegahnya. Diperlukan 

keterbukaan dari wajib pajak jika ingin lepas dari permasalahan ini. Karena 

sebagai pegawai pajak akan senang hati menjelaskan informasi prosedur 

perpajakan jika wajib pajak bisa kooperatif dan tanggung jawab atas 

pelaporan perpajakannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan pada PT.Wira Pratama 

Gasindo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan 

pada laba rugi dengan SPT PPN, yang pertama adanya perbedaan saat 

penyerahan Barang dengan saat pembuatan faktur, adanya perbedaan 

perhitungan pajak. 

2. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan 

sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 

42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada 

penelitian  ini peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan 

pada Laporan Laba Rugi dengan SPT PPN. 

3. Adanya perbedaan perhitungan PPN keluaran pada tahun 2018 sehingga 

membuat nilai penjualan pada laporan laba rugi tidak sesuai dengan nilai 

penjualan pada SPT PPN. 

4. Adanya kesalahan dalam penerapan e-Faktur yaitu pada penginputan 

faktur pajak masukan bulan oktober 2018 ada satu faktur pajak masukan 

senilai Rp.820.000,- yang lupa di input sehingga menyebabkan adanya 

selisih nilai kurang bayar pada SPT Masa PPN bulan oktober 2018. 
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B. Saran 

Dari hasil analisis dan hasil temuan temuan data maka penulis akan 

memberikan saran-saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan lebih teliti dalam perlakuan akuntansi pajak 

pertambahan nilai dalam menentukan nilai penjualan yang berdasarkan 

harga jual agar terdapat kesetaraan antara nilai penjualan di SPT PPN 

dengan laporan laba rugi. 

2. Perusahaan diharapkan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) harus konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor.42 

Tahun 2009 yang berlaku. 

3. bagi karyawan yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti 

pelatihan atau selalu berkonsultasi dengan AR (Account Receivable) 

bersangkutan dan update peraturan terbaru tentang perpajakan terutama 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

4. Terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan lebih melengkapi data yang tidak diperoleh peneliti 

dalam penelitian ini. 
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

0

0 0

KAB. LABUHAN BATU 14-12-2018

X YANTO

DIREKTUR



PT WIRA PRATAMA GASINDO

030686968

10 10 2018

1

0,00

171.759.573,00 17.175.956,00 0,00

533.667.250,00 53.366.725,00 0,00

705.426.823,00

0,00

0,00

0,00

70.542.681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650.054.327,00

0,00

650.054.327,00

0,00

65.005.427,00

0,00

65.005.427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.005.427,00

0,00

__ ____ 0,00

0,00

0,00

65.005.427,00

116 000  satu



PT WIRA PRATAMA GASINDO

JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU

081264424846 081264424846

030686968 116 000

11 11 2018 01 12

0  nol

0,00

1.044.287.965,00 104.428.794,00

0,00 0,00

0,00

0,00

104.428.794,00

0,00

0,00

1.044.287.965,00

0,00

1.044.287.965,00

104.428.794,00

0,00

94.784.878,00

9.643.916,00

0,00

0,00

14/12/18 0:00 805C257403C2OUV8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X 1

0 0

KAB. LABUHAN BATU 14-12-2018

X YANTO

DIREKTUR



PT WIRA PRATAMA GASINDO

030686968

11 11 2018

0

0,00

441.362.725,00 44.136.270,00 0,00

602.925.240,00 60.292.524,00 0,00

1.044.287.965,00

0,00

0,00

0,00

104.428.794,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

939.648.880,00

0,00

939.648.880,00

0,00

93.964.878,00

0,00

93.964.878,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.964.878,00

820.000,00

0,00

0,00

820.000,00

94.784.878,00

116 000  nol



PT WIRA PRATAMA GASINDO

JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU

081264424846 081264424846

030686968 116 000

12 12 2018 01 12

0  nol

0,00

893.454.682,00 89.345.465,00

0,00 0,00

0,00

0,00

89.345.465,00

0,00

0,00

893.454.682,00

0,00

893.454.682,00

89.345.465,00

0,00

83.008.300,00

6.337.165,00

0,00

0,00

11/01/19 0:00 2CF4E4LVVSBD0LNO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X 1

0 0

KAB. LABUHAN BATU 11-01-2019

X YANTO

DIREKTUR



PT WIRA PRATAMA GASINDO

030686968

12 12 2018

0

0,00

296.333.782,00 29.633.375,00 0,00

597.120.900,00 59.712.090,00 0,00

893.454.682,00

0,00

0,00

0,00

89.345.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.083.077,00

0,00

830.083.077,00

0,00

83.008.300,00

0,00

83.008.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.008.300,00

0,00

__ ____ 0,00

0,00

0,00

83.008.300,00

116 000  nol


